BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900 /494 TAROS 205

TENTANG

PEMBERIAN HIBAI:I KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PKH KENANGA WIJAYA DAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM NYAWIJI SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa dalam rangka mencukupi kebutuhan sarana dan
prasarana untuk meningkatkan pengembangan Koperasi
Simpan Pinjam PKH Kenanga Wijaya dan Koperasi
Simpan Pinjam Nyawiji Sejahtera Bersama di Kecamatan
Kartasura Kabupaten Sukoharjo maka Dinas
Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Sukoharjo akan memberikan Bantuan Hibah
bagi Koperasi dimaksud;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus
dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis,
transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan  kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat serta taat pada peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu memberikan Hibah kepada
Koperasi Simpan Pinjam PKH Kenanga Wijaya dan
Koperasi Simpan Pinjam Nyawiji Sejahtera Bersama di
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2021; ‘

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan
Mengubah Undang-Undang No 13 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2021
tentang Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Memberikan hibah kepada Koperasi Simpan Pinjam PKH
Kenanga Wijaya dan Koperasi Simpan Pinjam Nyawiji Sejahtera
Bersama di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun
Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertanggungjawab penuh baik formal dan material atas
bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.



KELEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 1> O=TOBER 202\

BUPATI SUKOHARJO,

/~ETI SURY /

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor 1 QUO/4A%A TAHUMN oo
Tanggal c 13 OFTOBER 205\

PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOPERASI SIMPAN PINJAM PKH KENANGA WIJAYA DAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM NYAWIJI SEJAHTERA BERSAMA DI KECAMATAN
KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

No Uraian Jumlah

Pembelian Inventaris Koperasi Simpan Pinjam PKH
1 | Kenanga Wijaya Dk Brontowiryan Rt 07 Rw 01 Desa Rp. 15.000.000,-
Ngabeyan Kartasura

Pembelian Inventaris Koperasi Simpan Pinjam
2 | “Nyawiji Sejahtera Bersama” Dk Tegalrejo B Rt 04 Rp. 115.000.000,-
Rw 04 Kelurahan Kartasura

BUPATI SUKOHARJO,
Q-

}ETI SURYANI /



